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Abstrak

Organisasi publik tidak bisa menghindari perubahan karena lingkungan organisasi yang dinamis dan
tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang baik. Namun, perubahan tidak selalu diterima dengan baik,
dan justru terjadi perlawanan. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana organisasi
sektor publik dapat mengatasi tantangan perubahan yang ada sehingga perubahan dapat dilaksanakan
dengan baik dan berhasil mencapai tujuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist. Analisis
dilakukan dengan melihat literatur yang relevan dari beberapa buku, publikasi, laporan, atau berita. Hasil
analisa menunjukkan bahwa resistensi organisasi publik dapat dihindari dengan adanya kesiapan organisasi
dalam menghadapi perubahan serta didukung oleh seluruh anggota organisasi terutama pemimpin sebagai
penggerak yang akan membawa organisasi dari status quo menuju perubahan yang diinginkan. Dalam
tataran praktek upaya tersebut dapat dilakukan dengan membangun kesiapan mental aparatur untuk selalu
siap menghadapi perubahan serta diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk membuat kebijakan
yang responsif perubahan.

Kata Kunci: Perubahan Organisasi, Organisasi Publik, dan Resistensi Perubahan.

Abstract

Public organizations cannot avoid change because of the dynamic organizational environment and
society's demands for good services. However, change is not always well received, and resistance occurs.
This qualitative research aims to analyze how public sector organizations can overcome existing change
challenges so that changes can be implemented well and successfully achieve goals. This research uses a
post positivist approach. Analysis is carried out by looking at relevant literature from several books,
publications, reports or news. The results of the analysis show that resistance from public organizations
can be avoided by the organization's readiness to face change and support from all members of the
organization, especially leaders as the driving force that will bring the organization from the status quo to
the desired change. At the practical level, these efforts can be made by building the mental readiness of the
apparatus to always be ready to face change and balanced with the government's ability to make policies
that are responsive to change.

Keywords: Organizational Change, Public Organization, dan Resistance to Change.

PENDAHULUAN

Perubahan adalah hal yang tidak bisa dihindari oleh organisasi, setiap organisasi pasti akan
menghadapinya baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal
umumnya berhubungan dengan kekuatan yang mendorong terjadinya perubahan, sedangkan
faktor internal berkenaan dengan kebutuhan akan perubahan (Wibowo, 2016). Sementara
Christensen et.al (2007) menyebutkan 2 terminologi terkait perubahan dalam organisasi publik
yaitu reformasi dan perubahan. Menurut Christensen, penting untuk membedakan antara
reformasi dan perubahan dalam organisasi public. Reformasi (reform) ialah upaya aktif dan
disengaja pemimpin politik dan administrasi untuk mengubah fitur struktural atau budaya
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organisasi. Sementara perubahan (change) merupakan proses bertahap dalam organisasi,
berlangsung dalam kegiatan rutin dan sedikit demi sedikit, namun kadang-kadang bisa juga
berupa pergolakan yang tiba-tiba dan kuat dimana potensinya telah terbangun dalam periode
waktu yang lebih lama. Rusaw (2007) menyatakan bahwa merubah birokrasi organisasi publik
sulit karena adanya tekanan pada pimpinan dan bawahan organisasi untuk bekerja lebih efektif
dan efisien menggunakan sumberdaya yang semakin terbatas. Sementara Cunningham &

Kempling (2009) menyatakan bahwa perubahan sektor publik mungkin tidak lebih sulit daripada

perubahan yang terjadi di sektor swasta. Goliembiewski dalam Rusaw (2007) mencatat lima

kendala struktural yang membedakan perubahan organisasi sektor publik dengan sektor privat,
yaitu :

a. organisasi publik memiliki “iron quadragle” atau besi segiempat pengambilan keputusan yaitu
eksekutif, legislatif, dan media massa,

b. organisasi publik memiliki berbagai kepentingan dan struktur imbalan, sehingga membuatnya
sulit untuk mengidentifikasi kebutuhan yang tepat untuk perubahan dan memuaskan semua
pemangku kepentingan yang relevan.

c. birokrasi pemerintah tidak memiliki kekuatan terpusat, menjadi responsif terhadap tekanan
federal, negara bagian, dan pemerintah lokal dalam pengambilan keputusan.

d. di samping itu, tingkat pengawasan setiap pemerintahan banyak dikuasai politisi dengan
berbagai keahlian, minat, tujuan dan memiliki hubungan yang lemah dengan profesional karir
jangka panjang, sehingga hal ini mempersulit komunikasi dan koordinasi kebijakan dan
membatasi fleksibilitas pengambilan keputusan yang terdesentralisasi.

e. Pondasi legislatif administrasi publik menghasilkan rentang kendali yang sempit, menekankan
keteraturan prosedural daripada keterbukaan dalam menyelesaikan masalah, dan
mencampurkan politik dan manajemen.

Perubahan organisasi publik juga dihadapkan pada beberapa tantangan, salah satunya
rentan terhadap penolakan. Munculnya resistensi menunjukkan bahwa hal-hal baru yang diusung
dalam perubahan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Sementara Robbins & Judge (2013)
menyatakan bahwa banyak agen perubahan gagal karena anggota organisasi menolak (resisten)
terhadap perubahan dan perubahan sering dilihat sebagai sesuatu yang mengancam, bahkan
sebuah studi menunjukkan bahwa ketika karyawan ditunjukkan data yang menyarankan agar
mereka perlu berubah, mereka akan mencari data apa pun yang mereka dapat temukan yang
menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja dan tidak perlu diubah. Armenakis & Bedeian (1993)
berpendapat bahwa kesiapan perubahan merupakan tahap penting dalam menentukan
keberhasilan upaya perubahan. Kesiapan perubahan menunjukkan modal dasar untuk perilaku
yang akan terjadi baik resistensi atau mendukung upaya perubahan.

Penelitian yang dilakukan oleh Aykac & Metin (2012) tentang masa depan organisasi
public (The future of public organizations) menunjukkan bahwa organisasi publik sebagai
komponen terpenting dari administrasi publik sangat dipengaruhi oleh proses perubahan, dan
terkait hal tersebut maka Aykac & Metin memprediksikan masa depan yang akan dihadapi
organisasi publik adalah pertama struktur organisasi yang fleksibel akan meningkat, kedua
birokrasi tidak akan berkurang meskipun ada peningkatan fleksibilitas, ketiga perdebatan tentang
kualitas layanan publik akan terus berlanjut, keempat kekuatan teknologi informasi akan semakin
ditekankan, dan kelima kualitas pemimpin administrator dalam administrasi publik akan semakin
diperhatikan. Proyeksi masa depan tersebut tentunya menuntut organisasi publik agar memiliki
kemampuan melakukan perubahan menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi.

Berbagai kajian tentang perubahan organisasi di sektor publik selama ini telah banyak
dilakukan. Pada penelitian pertama oleh Amjad & Rehman (2018) misalnya, memiliki kesamaaan
dalam hal tema pembahasan, namun memiliki perbedaan dalam hal metode pengumpulan data
karena penulis lebih fokus pada studi literatur sedangkan Amjad & Rehman melakukan
wawancara pada beberapa narasumber. Penelitian kedua oleh Rondonuwu & Trisnantoro (2013)
juga memiliki kesamaan dengan peneliti karena sama-sama membahas manajemen perubahan
pada lembaga pemerintahan, sementara perbedaannya adalah Rondonuwu & Trisnantoro melihat
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pada implementasinya langsung dalam sebuah kasus sementara penulis hanya fokus pada studi
literatur. Penelitian ketiga oleh Sugandi (2013) juga penulis jadikan referensi karena kesamaan
tema tentang manajemen perubahan pada organisasi dan menggunakan metode studi literatur,
adapun perbedaannya adalah penulis lebih fokus pada perubahan organisasi di sektor publik dan
bagaimana mengatasi resistensinya sedangkan pada pada Lianna Sugandi materi bersifat umum
dan tidak dibatasi hanya pada organisasi publik.

Dengan melihat berbagai uraian di atas, tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan upaya
organisasi publik dalam mengatasi resistensi perubahan. Tulisan diharapkan bisa memberikan
sumbangsih pemikiran bagi ilmu administrasi publik, khususnya dalam studi terkait organisasi
dalam hal ini perubahan organisasi di sektor publik beserta dampak yang mengikutinya yaitu
resistensi terhadap perubahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data
studi literatur (literatur review) terhadap berbagai laporan, publikasi, atau berita tentang
perubahan organisasi publik. Dengan melakukan studi literatur, peneliti berharap akan
mendapatkan teori-teori serta pemikiran yang relevan dengan masalah perubahan organisasi
publik serta resistensi perubahan yang mengikutinya sehingga dapat digunakan sebagai bahan
rujukan dalam melakukan analisis terkait bagaimana agar organisasi publik berhasil mengatasi
resistensi perubahan sehingga perubahan yang ada dapat berjalan dengan baik dan berhasil
mencapai tujuan yang diinginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendekatan dalam melihat perubahan

Pettigrew et.al (2001) dalam Kuipers et.al (2014) merangkum pendapat beberapa ahli
tentang pendekatan yang bisa dipakai untuk melihat perubahan pada organisasi publik dan
hasilnya bahwa perubahan organisasi publik dapat dibedakan dari lima segi, yakni: a) konteks
(context), b) konten (content), ¢) proses (processes), d) kepemimpinan (leadership) dan e) hasil
perubahan (outcome). Berikut adalah uraian pendekatan-pendekatan tersebut.

Konteks (context), yaitu perubahan dengan melihat konteks mengacu pada lingkungan
eksternal dan internal organisasi, seperti lingkungan politik yang berubah atau pelembagaan
organisasi publik. Kuipers, etal (2014) menyatakan bahwa konteks berkaitan dengan latar
belakang data empiris atau kerangka kerja untuk mengelaborasi manajemen perubahan dalam
sektor publik yang mana secara umum perbedaan fundamental antara organisasi publik dengan
organisasi swasta adalah konteks politik demokrasi. Disini Kuipers, et.al mengklasifikasikan 4
hal yaitu, a) karakteristik konteks sebagai kerangka referensi, b) deskripsi pendorong perubahan
sebagai latar belakang kontekstual, 3) interaksi langsung organisasi dan lingkungannya yang akan
melahirkan konteks bagaimana mengelola perubahan, dan 4) debat atau kerangka teoretis di mana
publikasi diposisikan untuk menentukan bagaimana konteksnya ditetapkan. Sementara terkait
dengan konteks, Pollitt dan Bouckaert (2004) mendefinisikan lima kekuatan besar yang
mempengaruhi perubahan dalam organisasi publik yaitu kekuatan sosial ekonomi, karakteristik
sistem politik, pengambilan keputusan elit mengenai keinginan dan kelayakan perubahan, serta
terjadinya peristiwa perubahan seperti skandal dan karakteristik sistem administrasi (Kuipers,
et.al, 2014).

Konten (content), yaitu perubahan organisasi dilihat dari isi/konten perubahannya termasuk
strategi, struktur, dan sistem organisasi. Pollit dan Bouckaert mencontohkan hal ini dengan New
Public Management (NPM) serta tren reformasi di seluruh dunia di sektor publik. Kuipers et.al
(2014) membedakan 3 (tiga) urutan perubahan dimana dalam masing-masing urutan perubahan
menunjukkan konten yang berbeda berkaitan dengan tujuan perubahan organisasi dan bagaimana
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tingkat perhatian terhadap perubahan (what the change is about) atau bagaimana konten
diimplementasikan (process). Ketiga urutan tersebut adalah a) perubahan tingkat pertama
berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada seluruh sektor namun tidak mengubah organisasi
atau sektor secara keseluruhan, b) perubahan tingkat kedua yaitu berkaitan dengan budaya
organisasi, iklim dan faktor perilaku lainnya, ¢) perubahan tingkat ketiga terkait dengan isi
reformasi atau perubahan kebijakan.

Proses (processes), dalam Kuipers, et.al (2014) pendekatan terhadap perubahan organisasi
publik dapat dibedakan dalam 3 (tiga) hal yaitu 1) proses yang direncanakan versus proses
perubahan yang muncul (planned versus emergent change process), 2) resistensi terhadap
perubahan (resistance to change) dan 3) faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau
kegagalan implementasi perubahan (factor defining the success or failure of the change
implementation). Dalam pendekatan planned versus emergent change, Wollmann (2000) melihat
perubahan di sektor publik sebagai pertukaran antara gelombang reformasi (radikal) dan
inkrementalisme yang terputus-putus. Wollmann (2000) juga menemukan kurangnya intervensi
atau campur tangan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi menjadi syarat untuk perubahan
yang berhasil (Kuipers, et.al, 2014, p.19). Askim et al. (2009) menggambarkan pengambilan
keputusan dan proses implementasi dari reformasi pemerintah bersama di Norwegia dimana ia
membagi proses reformasi menjadi dua dengan membedakan antara tahap pengambilan
keputusan dan implementasi. Bentuk akhir dari merger dan pemilihan pemimpin proses reformasi
dipengaruhi oleh aspek-aspek dari proses reformasi itu sendiri (Kuipers, et.al, 2014, p. 20).

Kepemimpinan (leadership), para ahli memberikan pendapat yang berbeda-beda dalam
melihat perubahan dikaitkan dengan kepemimpinan. Christensen (2007) menekankan pada aspek
pemimpin publik sebagai bagian dari politik sehingga berbeda dengan pemimpin pada organisasi
privat, karena harus bertangganggungjawab pada pemilihnya (rakyat), sedangkan pemimpin
organisasi privat bertanggungjawa pada dewan yang berasal dari pemegang saham. Perubahan
dalam organisasi sektor publik menyebabkan perubahan dalam hubungan antara warga negara
dan organisasi publik, di satu sisi politisi harus peka terhadap keinginan warga negara melalui
rantai pemerintahan pemilihan, di sisi lain warga negara sebagai pengguna dan Kklien dapat
meminta pertanggungjawaban politisi secara langsung untuk menyediakan layanan. Dengan
demikian pemimpin politik memegang peranan yang sangat penting dalam proses perubahan
organisasi (Kuipers, et.al, 2014, p.24). Pendapat lain disampaikan oleh Ridder et al. (2005) yang
menekankan perlunya keterlibatan dari manajemen puncak dan politisi, Gabris et al. (2001)
menekankan bahwa kebutuhan kepemimpinan menjadi kredibel serta Kavanagh dan Askkanasy
(2006) menyimpulkan bahwa pemimpin harus kompeten dan dilatih dalam proses transformasi
organisasi (Kuipers, et.al, 2014, p.24). Sementara pendapat Rusaw (2007) menyatakan bahwa
diperlukan model kepemimpinan yang berbeda-beda sesuai pendekatan perubahan yang
digunakan dalam suatu organisasi, yakni bisa berupa model kepemimpinan strategis-top down
untuk model means-end, desentralisasi untuk model inkremental, berbagi (shared) untuk model
pluralist dan kepemimpinan sendiri (self) untuk model individual-based.

Hasil (outcome), yakni melihat perubahan dari segi hasil. Kuipers (2007) berpendapat
bahwa hasil perubahan dapat dilihat dari jenis perubahan yang terjadi, jika perubahannya
tergolong dalam perubahan yang direncanakan (planned change approach) maka hasil yang
diinginkan telah ditetapkan terlebih dulu, sementara jika perubahannya tergolong dalam
perubahan yang muncul (emergent change approach) maka hasil perubahan tidak ditentukan
sebelumnya dan hasil muncul sebagai perubahan itu sendiri. Armenakis & Bedeian (1999)
menilai bahwa upaya perubahan organisasi menggunakan kriteria afektif dan perilaku.
Keberhasilan perubahan pasti membutuhkan dorongan individu untuk memberlakukan perilaku
baru sehingga perubahan yang diinginkan tercapai (Armenakis & Bedeian, 1999).

2. Resistensi perubahan dan cara mengatasi
Sebuah pemikiran menarik terkait resistensi muncul dari Carol Agocs tentang perlawanan
yang dilembagakan terhadap perubahan organisasi. Agocs (1997) menyatakan bahwa perlawanan
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tertanam dan diekspresikan melalui struktur organisasi dan proses legitimasi, pengambilan
keputusan dan alokasi sumber daya. Perlawanan yang dilembagakan dapat diwujudkan dalam
keputusan untuk menyediakan atau menahan sumber daya, untuk mengadopsi kebijakan baru atau
mengubah yang sudah ada, atau untuk menerapkan atau menolak untuk menerapkan kebijakan.
Agocs (1997) juga menyatakan bahwa resistensi yang dilembagakan sebagai pola perilaku
organisasi yang digunakan pembuat keputusan dalam organisasi untuk secara aktif menyangkal,
menolak, menolak untuk mengimplementasikan, menekan atau bahkan membongkar proposal
dan inisiatif perubahan. Perlawanan ini dipahami sebagai proses penolakan oleh pembuat
keputusan untuk dipengaruhi atau terpengaruh oleh pandangan, keprihatinan atau bukti yang
disajikan kepada mereka oleh mereka yang mengadvokasi perubahan dalam praktik, rutinitas,
tujuan atau norma yang ada dalam organisasi.

Robbins (2013) menyatakan bahwa perlawanan terhadap perubahan bisa positif jika
mengarah pada diskusi dan debat terbuka, dan respons ini biasanya lebih disukai daripada respon
apatis atau diam. Respon ini dapat menunjukkan bahwa anggota organisasi terlibat dalam proses
serta memberikan kesempatan pada agen perubahan untuk menjelaskan upaya perubahan. Disisi
lain, dengan adanya respon ini agen perubahan juga dapat menggunakan resistensi untuk
memodifikasi perubahan agar sesuai dengan preferensi anggota organisasi lainnya, hal ini berbeda
daripada memperlakukan resistensi hanya sebagai ancaman dan dapat meningkatkan konflik
disfungsional. Robbins juga menyatakan bahwa perlawanan terhadap perubahan tidak harus
muncul dengan cara standar, namun juga bisa secara terbuka, tersirat, langsung, atau
ditangguhkan. Tantangan yang lebih besar adalah mengelola resistensi yang tersirat atau tertunda
dimana respon yang muncul lebih halus dan lebih sulit dikenali seperti hilangnya loyalitas atau
motivasi, meningkatnya kesalahan atau ketidakhadiran.

Pemikiran tentang resistensi berikutnya berasal dari Kinicki et.al (2010) yang menyatakan
bahwa resistensi membawa sisi positif dan negatif. Dari sisi positif maka resistensi dapat
menstimulasi debat yang sehat tentang ide-ide perubahan dan menghasilkan keputusan yang lebih
baik, sementara dari sisi negatif resistensi dapat menghambat adaptasi dan kemajuan. Sinisme
(Cynicism) merupakan salah satu betuk resistensi yang terwujud lewat sikap sinis terhadap
perubahan dalam jangka waktu lama dan tidak menunjukkan adanya perubahan yang berarti.
Lebih lanjut Kinicki (2010) membagi sumber resistensi menjadi 2 (dua), yakni resistensi
individual yang disebabkan oleh kebiasaan (habit), keamanan (security), faktor ekonomi
(economic factor), ketakutan akan ketidaktahuan (fear of unknown), informasi yang terpilih
(selective information processing). Sedangkan sumber resistensi organisasi adalah kelembaman
struktur (Structural inertia), fokus perubahan yang terbatas (Limited focus of change),
kelembaman kelompok (group inertia), ancaman terhadap keahlian (Threat to expertise),
Ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang mapan (Threat to established power relationships),
ancaman terhadap alokasi sumber daya yang sudah mapan (Threat to established resource
allocations).

Pendapat lain disampaikan oleh Daniel R. Conner dalam Wibowo (2016) yang menyatakan
bahwa resistensi perubahan merupakan overt (resistensi terbuka) dan covert (resistensi
tersembunyi). Dalam menyikapi resistesi ini akan ada 2 (dua) pihak yang berlawanan yaitu pihak
loser dan winner. Loser sadar bahwa perubahan besar akan menghasilkan kekacauan dan
menyebabkan resistensi sementara winner akan meningkatkan ketahanan dengan memahami serta
menghargai pola alamiah resistensi. Dalam teori ini disampaikan 8 (delapan) tahap respon
perubahan negatif yaitu: stability, immobilization, denial, anger, bargaining, depression, testing
dan acceptance. Sementara tahap respon positif ada 5 (lima) yaitu uninformed optimism, informed
pesimism, hopeful realism, informed optimism, dan completion.

Untuk mengatasi resistensi perubahan, terdapat beberapa pemikiran yang disampaikan oleh
para ahli. Palmer, Dundford & Akin (2009) berpendapat bahwa hal yang perlu dilakukan adalah
melakukan sosialisasi tentang manfaat perubahan, baik manfaat bagi individu maupun bagi
organisasi, langkah-langkah yang akan diambil serta memastikan bahwa adanya perubahan tidak
akan mengganggu kepentingan siapapun. Pihak manajemen juga harus melibatkan anggota
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organisasi untuk turut berpartisipasi dalam perubahan agar mereka bisa menyesuaikan diri dengan
perubahan tersebut (Wibowo, 2009). Sementara Greenberg & Baron (2003) menyampaikan
prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh organisasi untuk mengatasi resistensi, yaitu : 1)
membentuk dinamika politik, 2) mengidentifikasi serta menetralkan penolak perubahan, 3)
mendidik pekerja, 4) melibatkan pekerja dalam usaha perubahan, 5) menghargai perilaku
konstruktif, 6) menciptakan organisasi pembelajar (learning organization), 7) memperhitungkan
situasi (Wibowo, 2016). Pendapat lain disampaikan oleh Hussey (2000) dalam Wibowo (2016)
yang mencatat bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang harus dipersiapkan untuk mengurangi terjadinya
resistensi terhadap perubahan yaitu partisipasi, komunikasi dan pelatihan (training). Sementara
Potts & LaMarsh (2004) menyatakan bahwa hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi
resistensi perubahan adalah: 1) membuat rencana komunikasi tentang perubahan, 2) membuat
rencana pembelajaran, 3) membuat rencana penghargaan (Wibowo, 2016).

Kotter & Schlesinger (2008) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa untuk mengatasi
resistensi, pimpinan harus mengetahui alasan yang melatarbelakangi resistensi terlebih dahulu.
Alasan tersebut antara lain adalah: 1) kepentingan pribadi parokial (parochial self-interest), 2)
kesalahpahaman dan kurangnya kepercayaan, (misunderstanding and lack of trust), 3) penilaian
yang berbeda (different assessments), 4. toleransi rendah untuk perubahan (low tolerance for
change). Selanjutnya Kotter & Schlesinger (2008) mengidentifikasi beberapa cara untuk
mengatasi resistensi yaitu pertama pendidikan dan komunikasi, cara ini dianggap mampu
mengatasi resistensi dengan memberikan pendidikan dahulu pada anggota organisasi serta
mengkomunikasikan kebutuhan serta logika perubahan, misalnya melalui sosialisasi, presentasi,
atau diskusi kelompok. Langkah ini penting terutama jika anggota organisasi minim informasi
atas perubahan dan pimpinan memerlukan bantuan dari pihak-pihak yang resisten terhadap
perubahan. Kedua, partisipasi dan keterlibatan (participation and involvement) yaitu upaya
mengatasi resistensi dengan melibatkan para penentang dalam beberapa aspek desain dan
implementasi perubahan. Melalui cara ini para inisiator dapat mendengarkan orang-orang yang
terlibat dalam perubahan dan menggunakan saran mereka dalam proses perubahan. Ketiga,
fasilitasi dan dukungan (facilitation and support). Upaya ini misalnya dengan memberikan
pelatihan keterampilan baru, atau memberikan waktu istirahat kepada karyawan setelah masa sulit,
atau hanya mendengarkan dan memberikan dukungan emosional atas adanya perubahan.

Keempat, negosiasi dan kesepakatan (negotiation and agreement), yaitu upaya mengatasi
resistensi dengan dengan menawarkan insentif kepada penentang aktif atau potensial, misalnya
menaikkan gaji atau merubah aturan kerja. Kesepakatan yang dinegosiasikan dapat menjadi cara
yang relatif mudah untuk menghindari perlawanan besar. Kelima, (manipulation and cooptation)
yaitu upaya untuk memengaruhi orang lain. Manipulasi, dalam konteks ini biasanya melibatkan
penggunaan informasi yang sangat selektif dan dilakukan secara secara sadar, salah satu
bentuknya adalah kooptasi yang biasanya dilakukan dengan melibatkan pihak yang dianggap
resisten dalam implementasi perubahan, namun kooptasi bukan bentuk partisipasi karena tidak
menginginkan saran melainkan hanya dukungan. Kelemahan bentuk ini adalah kooptasi menjadi
cara yang murah dan mudah untuk mendapatkan dukungan, namun jika pihak yang dikooptasi
merasa ditipu untuk tidak melawan, tidak sedang diperlakukan sama, atau dibohongi, mereka
mungkin merespons dengan sangat negatif. Selain itu pemimpin organisasi juga bisa diangga
sebagai pembohong. Keenam pemaksaan eksplisit dan implisit (explicit and implicit coercion)
yaitu memaksa orang untuk menerima perubahan dengan dengan mengancam misalnya
kehilangan pekerjaan, batalnya promosi atau memecat atau memindahkan karawan. Proses ini
cukup berisiko karena mau tidak mau orang sangat membenci perubahan yang dipaksakan, namun
tetap harus dilakukan karena perubahan harus dilakukan.
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Sumber : Kotter & Schlesinger, 2008

SIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perubahan organisasi adalah
satu hal yang pasti terjadi dan akan dihadapi oleh organisasi apapun, baik organisasi publik
maupun organisasi privat. Pada organisasi publik, perubahan ini dapat dilihat dari segi konteks,
konten, proses, kepemimpinan dan hasil perubahan (outcome). Resistensi atau perlawanan juga
pasti akan muncul sebagai konsekuensi dari sebuah perubahan. Resistensi dapat bersifat positif
dengan adanya masukan-masukan dan ide perubahan dari debat sebagai bentuk perlawanan
namun dapat pula bersifat negatif dengan adanya respon yang sifatnya menghambat perubahan.
Oleh sebab itu, dalam menghadapi perubahan yang rentan dengan resistensi, organisasi publik
harus benar-benar memiliki kesiapan untuk mengelola perubahannya sehingga terjadinya
resistensi bisa diminimalisir.

Pemimpin organisasi harus memiliki kemampuan untuk mendiagnosa jenis resistensi yang
dihadapinya sehingga bisa menentukan strategi yang tepat dalam mengatasi resistensi tersebut.
Selain itu respon terhadap pihak yang resisten terhadap perubahan juga perlu diperhatikan.
Pemilihan pendekatan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi serta bagaimana strategi
diterapkan untuk mengatasi resistensi menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan atau
kegagalan suatu perubahan dalam organisasi publik. Organisasi publik sebagai komponen
terpenting dari administrasi publik harus bisa mengelola perubahan yang dihadapinya dengan
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menciptakan kondisi atau iklim yang dapat mendorong kesiapan atas perubahan (readiness to
change). Dalam konteks organisasi publik di Indonesia, upaya ini bisa dilakukan dengan
membangun kesiapan individu dalam organisasi terlebih dahulu agar menjadi aparatur yang
memiliki mental terbuka terhadap perubahan, dan disertai juga dengan peningkatan kemampuan
pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan perubahan. Dengan terbangunnya mental
kesiapan aparatur negara serta kemampuan yang tinggi dari pemerintah untuk membuat kebijakan
yang responsif perubahan, diharapkan akan terwujud pemerintahan yang maju dan mampu
beradaptasi dengan segala perubahan yang dihadapi.

SARAN

Berdasarkan penelitian tersebut, berikut beberapa saran untuk mengatasi resistensi
perubahan dalam organisasi publik:
1. Memahami Akar Permasalahan
a. Lakukan analisis mendalam untuk memahami penyebab resistensi, baik secara individu
maupun organisasi.
b. Identifikasi faktor-faktor seperti:

o Kepentingan pribadi: Ketakutan kehilangan keuntungan atau status quo.
Ketidakpastian: Kurangnya informasi atau pemahaman tentang perubahan.
Kekhawatiran: Dampak negatif perubahan terhadap pekerjaan, gaji, atau benefit.
Kebiasaan: Kesulitan beradaptasi dengan cara kerja baru.

Kurang komunikasi: Keterbukaan dan transparansi yang kurang dalam proses
perubahan.
2. Membangun Komunikasi yang Efektif
a. Jalin komunikasi yang terbuka dan transparan dengan semua pemangku kepentingan.
b. Berikan informasi yang jelas dan lengkap tentang tujuan, manfaat, dan dampak
perubahan.
C. Gunakan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau semua anggota organisasi.
d. Dengarkan dengan seksama dan tanggapi dengan empati kekhawatiran dan pertanyaan
yang muncul.
3. Melibatkan Pemangku Kepentingan
a. Libatkan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
perubahan.
b. Berikan kesempatan kepada mereka untuk memberikan masukan dan ide.
c. Ciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama terhadap perubahan.
d. Manfaatkan keahlian dan pengalaman mereka untuk memperlancar proses perubahan.
M
a.

@)
@)
@)
@)

endukung dan Memfasilitasi Adaptasi

Berikan pelatihan dan pengembangan untuk membantu anggota organisasi beradaptasi
dengan perubahan.

b. Sediakan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses transisi.

c. Ciptakan budaya yang terbuka dan suportif bagi karyawan yang ingin belajar dan
berkembang.

d. Berikan penghargaan dan pengakuan atas upaya dan pencapaian dalam proses
perubahan.

5. Memimpin dengan Teladan

a. Pemimpin harus menunjukkan komitmen dan dukungan yang kuat terhadap perubahan.

b. Berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip yang ingin ditanamkan dalam
organisasi.

c. Berkomunikasi secara terbuka dan transparan tentang kemajuan dan tantangan yang
dihadapi.
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d. Memberikan motivasi dan inspirasi kepada anggota organisasi untuk embrace

perubahan.
6. Memantau dan Mengevaluasi

a. Pantau secara berkala kemajuan dan dampak perubahan.

b. Lakukan evaluasi untuk mengidentifikasi areas yang perlu diperbaiki.

C. Lakukan penyesuaian strategi dan pendekatan jika diperlukan.

d. Belajar dari pengalaman dan gunakan untuk meningkatkan proses perubahan di masa
depan.
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